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Ketika Oknum PNS DPPKAD Diduga Manfaatkan KTP Warga
Tandatangan Kwitansi Dipalsukan, Dana Bantuan Diembat

Nasib sial dialami dua warga
RT 01 RW 01 Kelurahan
Uentanaga Bawah, Kecamatan
Ampana Kota, yaitu Nurhayati
Ahmad dan Rita Ahmad. Kartu
Tanda Penduduk (KTP) keduanya
dimanfaatkan oleh majikannya
untuk mendapatkan bantuan
pengobatan bagi warga kurang
mampu. Bagaimana ceritanya,
berikut laporannya.

Sutopo Enteding, AMPANA

KORBAN dimintai KTP untuk
alasan tertentu. Parahnya lagi,
rupanya dana bantuan pengobatan
itu tidak diserahkan ke pemilik
KTP. Keduanya rupanya tidak
mengetahui untuk apa KTP
tersebut. Belakangan, kedua ibu
rumah tangga tersebut mengetahui
setelah tiga auditor BPK pada
Rabu, (16/11) mendatangi mereka
menanyakan kebenaran bahwa
dana tersebut diterima atau tidak.

Ketika auditor memperlihatkan
bukti kwitansi tandatangan
penerima, keduanya mengaku
bukan mereka yang membubuhkan

tandatangan. Anehnya, keduanya
ditulis memiliki penyakit berbeda.
Nurhayati Ahmad ditulis menderita
TBC sedang Rita Ahmad men-
derita asma. Keduanya sontak
kaget, karena mereka tidak
menderita penyakit TBC dan asma.

Keduanya diperiksa di kediaman
Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan
Uentanaga Bawah, Abd. Rasyid
Karim. Dari cerita Rasyid,
keduanya diminta untuk mem-
bubuhkan tandatangan bahwa dana
pengobatan itu tidak pernah
mereka terima. “Kasihan warga
saya, sudah susah dibikin bodoh
orang. Saya yang minta keduanya
diperiksa di rumah saya. Karena
saya tahu persis suami mereka,
kalau ada masalah begini, istri
mereka bisa saja dipukuli. Saya
hanya menghindari hal itu,
sekaligus tanggungjawab saya
sebagai ketua RT di sini,” cerita
Rasyid kepada Radar Sulteng usai
auditor BPK memeriksa keduanya,
Rabu malam (16/11).

Jumlah bantuan pengobatan itu
memang terbilang sedikit, hanya
Rp500 ribu per orang. Namun kata

Rasyid, hal tersebut bukanlah
persoalan jumlah. Ini menyangkut
perilaku seseorang. la mengaku
sedih dengan kondisi demikian.
Bagaimana ia tidak sedih,
warganya yang kurang mampu
bantuannya diembat. “Dengan
kejadian ini, saya minta kepada
warga saya untuk berkoordinasi
dengan RT bila ada lagi yang
meminta KTP untuk kepentingan
tertentu. Paling tidak disampaikan
ke saya,” kata dia.

Menurut Nurhayati, KTP
miliknya dimintai oleh Fifi, salah
seorang staf di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Touna. la
mengenal pasti oknum PNS
tersebut. Oleh Fifi menurut
pengakuan Nurhayati, saat
meminta KTP tidak dijelaskan
untuk kepentingan apa. “Tidak ada
dia (Fifi, Red) bilang apa waktu
minta KTP-ku,” aku Nurhayati.

Sementara Rita yang meminta
KTP adalah Yus yang disebutnya
kakak kandung Fifi.
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Oleh Yus, Rita diberitahu
bahwa KTP itu akan
digunakan untuk kepentingan
kredit bank. Menggunakan
KTP orang lain dengan alasan
bahwa si pemanfaat KTP itu
sudah ada pinjaman di bank.

Kini, si pemanfaat KTP
membujuk agar menerima
dana sesuai jumlah bantuan.
Tapi, harus membuat surat
pernyataan bahwa telah
menerima dana bantuan
pengobatan. Bujukan itu tidak
digubris dengan alasan bahwa
mereka telah membubuhkan
tandatangan benar tidak
menerima bantuan tersebut
yang dibuat oleh auditor BPK.
Ketua RT Rasyid Karim pun
diminta untuk menjadi saksi.
“Untuk apa lagi mo ambe itu
doi (uang, Red). Nah rorang so
batandatangan bahwa tidak
pernah menerima itu doi,”
cerita Nurhayati.

Bahkan, Yus yang biasa
disapa oleh Nurhayati dan Rita
dengan sebutan tante Yus
sempat mendatangi rumah
mereka pada Kamis malam
(17/11). Dalam percakapan itu,
Yus menyesalkan sikap
keduanya, karena hanya
persoalan kecil seperti itu
tercium oleh wartawan. Ketika

berbincang antara Yus dan
Nurhayati di halaman rumah
Nurhayati yang bersebelahan
dengan rumah Ketua RT
Rasyid Karim, Yus sempat
kecewa akibat kerumuman
warga setempat.

Fifi yang dikonfirmasi Ra-
dar Sulteng di - kantor
DPPKAD Touna mengaku,
tidak menggunakan dana
tersebut. la membantah
meminta KTP milik
Nurhayati. “Lillahi Taala
kalau saya yang minta KTP-
nya Nurhayati. Itu kakak saya
(Yus, Red) yang minta. Saya
berani sumpah dengan Al-
Qur’an,” tutur Fifi yang
belakangan diketahui bernama
Fifi Mohamad.

Menurut Fifi, dirinyalah
yang memproses seluruh
kelengkapan administrasi
hingga dana itu dicairkan. Fifi
adalah bendahara bantuan di
DPPKAD Touna. Bantuan itu
kata Fifi pada tahun 2010.
“Karena persyaratannya
lengkap, makanya saya
proses,” katanya. Dirinya juga
tidak tahu siapa yang
membubuhkan tandatangan di
kwitansi itu. Demikian halnya
dengan uang yang dicairkan
diserahkan atau tidak ke penerima
juga tidak diketahuinya.

Masalah ini kata Fifi,
merupakan persoalan internal

di keluarga. Namun, ada
oknum yang sengaja
memprovokasi Nurhayati dan
Rita. Sementara yang
bersangkutan menurut cerita
Fifi, tidak menyoal hal itu.
Terpisah, Yus yang dimintai
keterangan mengakui,
dirinyalah yang meminta KTP.
Niatan meminta KTP itu untuk
membantu ayah Nurhayati
yang sakit pada tahun 2009
silam. “Yang penyakit TBC itu
bapak Yati (Nurhayati, Red),
bapaknya itu tidak bisa lagi
menerima bantuan lain, karena
memiliki kartu Jamkesmas.
Makanya kami pake KTP-nya
Yati,” cerita Yus. Sementara
Rita ditulisnya berpenyakit
asma, karena sering mengaku
dadanya sakit.

Yus juga mengakui, dirinyalah
yang membubuhkan tandatangan
dikwitansi penerima. Alasannya,
saat persyaratan bantuan di-
masukkan segera Nurhayati dan
Rita tidak berada di tempat. Yati
menurut keterangan Yus, saat
ingin dimintai menandatangani
kwitansi dan kelengkapan
lainnya, si Yati tidak datang ke
rumah keluarga untuk men-
cuci pakaian.

Yus mengaku, dana bantuan
itu sudah diserahkan kepada
keduanya. Tapi, tidak
diserahkan sesuai jumlah
bantuan yaitu Rp500 ribu per

orang. Setelah dana itu cair,
Yus memberi Rp200 ribu
kepada Yati, sedang Rita hanya -
diberi Rp100 ribu. “Saya
serahkan, tapi mungkin
mereka lupa. Ya sudahlah,”
kata Yati.

Dirinya juga sudah meminta
keduanya agar menerima dana
sesuai jumlah bantuan.
Dengan ketentuan, Yati dan
Rita membuat surat per-
nyataan sudah menerima dana
bantuan itu. Tapi baik Rita
maupun Yati tidak lagi mau
menerima uang tersebut.
“Dana itu sudah dikembalikan
ke kas daerah melalui Pak
Nawat (Sekretaris DPPKAD,
Nawatsara Panjili, Red),”
tutur Yus.

Sementrara Nawatsara
Panjili mengatakan, akan.
memberikan sanksi kepada
bawahannya bila melakukan
tindakan tak terpuji itu. “Iya,
tetap akan diberikan sanksi,”
kata Nawatsara. la mengakui,
pemeriksaan BPK sangat
ketat. Bahkan sampai mem-
pertanyakan dan membuktikan
kebenaran tandatangan pe-
nerima. Itulah sebabnya,
kesalahan kecil apa pun dalam
penyelenggaraan keuangan
akan ketahuan. “Ini pelajaran,
hati-hati dan harus teliti. Saya
berharap ini tidak lagi terulang,”
harap Nawatsara Panjili.(**)




